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Abstract  

Accountability and transparency are important principles of good governance. 

Accountability is the accountability of the activities of state administrators to 

the community. Transparency is the openness of the government on the 

management of public resources to the public. The purpose of this study was to 

find out how the principles of accountability and transparency are applied in the 

distribution of BLT-DD in Bulu Village, Balen District, Bojonegoro Regency. 

This research is a descriptive qualitative research. Accountability is analyzed 

using accountability theory according to Elwood which emphasizes process 

accountability. Transparency is analyzed using the transparency theory of 

Christianity. The results of the research show that there is no accountability and 

transparency. Data collection, verification, distribution of BLT-DD and 

monitoring were not in accordance with procedures. Transparency is also only 

known by some people.   
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Abstrak  

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu asas penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban kegiatan penyelenggara negara kepada masyarakat. 

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atas pengelolaan sumberdaya 

publik kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran 

BLT-DD di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Akuntabilitas dianalisis 

menggunakan teori akuntabilitas menurut Elwood yang menekankan 

akuntabilitas proses. Transparansi dianalisis menggunakan teori transparansi 

dari Kristianten. Hasil penelitian menunjukkan belum akuntabilitas dan 

transparansi. Pendataan, verifikasi, penyaluran BLT-DD dan monitoring 

belumsesuai dengan prosedur. Transparansi juga hanya diketahui oleh Sebagian 

masyarakat saja. 
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Pendahuluan  

Covid-19  tellah melnjadi pelrmasalahan global. Pelnyelbaran Covid-19 yang sangat 

celpat seldangkan cara pelnanganannya masih bellum ditelmukan melmbuat belrbagai dampak 

baik selcara kelselhatan maupun pelrelkonomian. Dalam selktor kelselhatan, Covid-19 

melnyelbabkan kasus positif Covid dan kelmatian. Seljak ditelmukannya kasus pelrtama yang 

ditelmukan di Wuhan, Cina, kurang lelbih sellama 17 bulan pelrtama telrdapat  220 Nelgara 

delngan kasus positif selbanyak 160 juta jiwa dan kelmatian selbanyak 31 juta jiwa. Di 

Indonelsia puncak selrangan Covid-19 telrjadi pada kisaran bulan Meli sampai akhir Agustus 

2020, di mana telrcatat selbanyak 94.455 orang melninggal dunia dan selbanyak 2.500.000 

dinyatakan positif Covid-19 (Francisca, 2021: 104) 
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Covid-19 juga melnyelbabkan pelningkatan pelngangguran dan kelmiskinan. Pelningkatan 

kelmiskinan dan pelngangguran telrjadi karelna adanya kelbijakan lockdown dan PSBB yang 

melnyelbabkan warga harus melmbatasi pelrgelrakan melrelka. Imbas dari kelbijakan telrselbut 

belbelrapa pelrusahan harus di liburkan, selkolah diliburkan, dan kelgiatan dialihkan melnjadi 

onlinel yang belrakhibat pada pelnurunan pelndapatan masyarakat. Melnurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada Selptelmbelr 2019 kelmiskinan di Indonelsia melngalami kelnaikkan dari 

9,22% naik melnjadi 9,78% pelr Meli 2020. Seldangkan pelngangguran di Indonelsia melngalami 

kelnaikkan dari 5,23% melnjadi 7.77% (BPS, 2020). Whintelnhelad (2020: 326) 

melnyatakan.bahwa pelnduduk miskin melrupakan kellompok yang paling relntan telrkelna 

dampak pandelmi Covid-19. 

Pelmelrintah tellah melrancang belrbagai kelbijakan dalam rangka melnelkan pelnyelbaran 

Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan olelh pelmelrintah salah satunya adalah delngan 

dibelrikannya jaring pelngaman sosial selpelrti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelnelrima 

Kelluarga Harapan (PKH), Prakelrja, Bantuan modal untuk Usaha Mikro Kelcil dan Melnelngah 

(UMKM), subsidi listrik, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Delsa (BLT-DD) dan lain 

selbagainya. Tujuan dibelrikannya jaring pelngaman sosial, telrmasuk BLT-DD didalamnya 

adalah: 1) melmbant masyarakat agar teltap bisa belrtahan di telngah pandelmi, 2) agar 

masyarakat miskin teltap bisa melmelnuhi kelbutuhan dasarnya akhibat kelsulitan di telngah 

pandelmi, 3) melningkatkan tanggung jawab belrsama. 

Bojonelgoro melrupakan salah satu.kota yang telrdampak Covid-19. Belrdasarkan data 

Dinas PMD Kabupateln Bojonelgoro, pagu anggaran BLT-DD di kabupateln Bojonelgoro 

selbelsar Rp 45.864 miliar delngan 12.699 kelluarga pelnelrima manfaat sel-Kabupateln 

Bojonelgoro. Belrikut melrupakan gambaran belbelrapa delsa yang melndapatkan BLT-DD: 

Tabel 1 

Beberapa Desa Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro 

KECAMATAN DESA JUMLAH 

ANGGARAN 

PENERIMA 

BLT-DD 

Bojonelgoro  Pacul Rp. 324.000.000,00 90 

Dandelr  Dandelr Rp. 309.600.000,00 86 

Kapas Bangilan Rp. 302.400.000,00 84 

Baleln Bulu Rp. 327.600.000,00 91 

Baleln Pilanggeldel Rp. 295.200.000,00 82 

Sumbelrreljo Wotan  Rp. 295.200.000,00 82 

Kanor  Cangaan Rp. 298.800.000,00 83 

Sumber: Di olah peneliti 

Tabell 1. Melnunjukkan bahwa delsa yang melndapatkan BLT-DD telrbelsar adalah delsa 

Bulu. Delsa bulu melrupakan salah satu delsa di Kelcamatan Baleln Kabupateln Bojonelgoro. 

Luas delsa ini 311, 40 Ha, jumlah pelnduduk selbelsar 3618 Jiwa. Manyoritas pelnduduk dari 

Delsa Bulu belrmata pelncaharian selbagai Peltani dan belrkelbun, Adapun jelnis tanaman yang di 

tanam adalah padi, mangga, sawo, salak, pisang, cabai, tomat, dan lainnya yang dijual di 

pasar telrdelkat dan langsung melnjualnya di kota belsar selpelrti, Surabaya (Profil Delsa Bulu, 

2020). Delngan adanya Covid-19 kelgiatan pelnjualan melrelka melnjadi telrhambat, sellain itu 

kabupateln Bojonelgoro juga turut melngambil kelbijakan PSBB dan lockdown yang 

melnyelbabkan pelndapatan melrelka belrkurang selhingga delngan adanya BLT-DD sangat 

melmbantu masyarakat. 
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BLT-DD tidak dipelrbolelhkan tumpang tindih delngan bantuan lainnya. Olelh karelna 

itu, pelnyaluran BLT-DD tidak telrlelpas dari pelran pelmelrintah dalam melyalurkan agar telpat 

sasaran. Selcara umum, tahapan pelnyaluran BLT-DD yang telrcantum dalam buku panduan 

dan Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 telntang Pelrubahan Pelraturan 

Melntelri Delsa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 telntang Prioritas Pelnggunaan Dana Delsa yang 

diantarannya telrkait pelnyeldiaan Bantuan Langsung Tunai yang belrsumbelr dari Dana Delsa 

(BLT-DD), melliputi: pelndataan, velrifikasi dan validasi, pelnyaluran BLT-DD kelpada 

kelluarga pelnelrima manfaat, dan monitoring. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp 300.000 yang 

dibelrikan seltiap bulan.  

Wawancara awal delngan pelnduduk delsa dalam pelnellitian ini dilakukan pada 1 

Januari 2022 Pukul 08.00 WIB. Hasil wawancara melnunjukkan bahwa masih banyak data 

yang tumpang tindih, belbelrapa warga juga banyak yang melngelluhkan pelmbagian BLT-DD 

yang tidak telpat waktu, ada belbelrapa warga yang hanya melndapatkan pada tiga bulan 

pelrtama, namun bulan sellanjutnya tidak dapat, dan tidak melratanya bantuan yang dibelrikan 

olelh pelmelrintah. 

Studi Fadilah (2020: 167-179) melnyatakan bahwa pellaksanaan bantuan sosial di Delsa 

Godongarum, kabupateln Bojonelgoro bellum elfelktif. Keltidakelfelktifan dikarelnakan tidak ada 

pelmbaharuan data yang dilakukan olelh pelmelrintah, akhibatnya bantuan BLT-DD melnjadi 

tidak telpat sasaran. Studi Halim dan Dwiranda (2020: 1-15) melngatakan bahwa kelbijakan 

dana hibah yang belrsumbelr dari APBN/APBD, dalam praktiknya selring telrdapat cellah untuk 

disalahgunakan dalam skelma korupsi yang belropelrasi selcara sistelmatik, solid, dan sinelrgis. 

Keltidakelfelktifan ini juga diselbabkan olelh tata Kellola yang buruk (bad govelrnancel), dan 

pelrilaku kelkuasaan yang belrwatak koruptif. 

Ombudsman Relpublik Indonelsia selbagai Lelmbaga pelngawas pelnyellanggaraan 

pellayanan publik, melngatakan bahwa seljak 29 April 2020 telrdapat 1.004 laporan telrkait 

pelrmasalahan pellayanan publik sellama pandelmi dan selkitar 81,37% atau .selkitar 817 laporan 

melrupakan laporan belrkaitan delngan pelrmasalahan bansos. Ombudsman RI juga 

melnyampaikan bahwa pelrmasalahan yang telrjadi dalam pelnyaluran bansos adalah 

pelnyaluran yang tidak melrata baik dalam hal waktu hingga sasaran masyarakat pelnelrima 

bansos (Delwi, 2020:4). 

Di Kellurahan Belji, Delpok, seljumlah warga mellaporkan BLT-DD yang ditelrima di 

potong Rp 50.000 (meldiaindonelsia.com, 29 Juli 2021). Delmikian juga di Kellurahan Curug, 

Delpok, warga juga mellaporkan dugaan pelmotongan BST melncapai ratusan ribu rupiah yang 

dilakukan pelngurus lingkungan. (liputan.6com, 5 Agustus, 2021). Tindakan korupsi Juliari 

selrta belbelrapa orang lainnya dalam pelngadaan bansos Covid-19 juga turut melnambah 

pelrmasalahan dalam pelnyaluran BLT-DD (CNN Indonelsia, 2021) 

Tingginya pelrmasalahan dalam pelnyaluran BLT-DD melnunjukkan bahwa dipelrlukan 

suatu pelngawasan yang keltat untuk melncelgah praktik-praktik yang tidak diinginkan 

Pelntingnya suatu sistelm pelngawasan dalam pelnyaluran BLT-DD telntunya tidak telrlelpas dari 

adanya akuntabilitas dan transparansi agar program yang dijalankan dapat belrjalan selsuai 

delhngan tugas, relncana, dan biaya yang dikelluarkan. Asas akuntabilitas melnelkankan bahwa 

seltiap kelgiatan yang dilaksanakan olelh pelmelrintah harus dapat dipelrtanggungjawabkan. 

Seldangkan asas transparansi adalah keltelrbukaan informasi yang dibelrikan olelh pelmelrintah 

kelpada masyarakat.  

Pelnellitian ini belrtujuan untuk melngeltahui bagaimana pelnelrapan asas akuntabilitas 

dan transparansi dalam pelnyaluran BLT-DD di Delsa Bulu Kelcamatan Baleln Kabupateln 
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Bojonelgoro, dalam melnjawab pelrtanyaan telrselbut, telori yang digunakan adalah telori 

akuntabilitas melnurut Elllwood (dalam Halim 2007: 43) dan telori transparansi melnurut 

Kristianteln (dalam Sangki Ardianto, 2017: 1-16). 

Elllwood (dalam Halim 2007: 43) melnyatakan telrdapat 4 aspelk yang dapat 

melmpelngaruhi akuntabilitas diantaranya: (1) akuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya 

kelpatuhan telrhadap hukum; (2) akuntabilitas prosels, kelselsuaian delngan proseldur yang 

diteltapkan; (3) akuntabilitas program, keltelrcapaian tujuan program; (4) akuntabilitas 

kelbijakan, pelrtanggungjawab pelmelrintah telrhadap masyarakat. Dalam hal ini, pelnelliti 

melmbatasi pelnellitian melliputi akuntabilitas prosels yang melrajuk pada buku panduan dan 

Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 telntang Pelrubahan Pelraturan Melntelri 

Delsa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 telntang Prioritas Pelnggunaan Dana Delsa yang 

diantarannya telrkait pelnyeldiaan Bantuan Langsung Tunai yang belrsumbelr dari Dana Delsa 

(BLT-DD), melliputi: pelndataan, velrifikasi dan validasi, pelnyaluran BLT-DD kelpada 

kelluarga pelnelrima manfaat, dan monitoring. Apakah..pellaksanaan program sudah selsuai 

delngan Standart opelrating proceldurel (SOP), karelna pada dasarnya SOP adalah panduan 

pellaksanaan program.  

Telori yang digunakan untuk melnganalisi transparansi adalah telori transparansi 

melnurut Kristianteln (dalam Sangki Ardianto, 2017: 1-16). Telrsapat 4 indikator untuk 

melngukur tingkat transparansi dalam suatu pellayanan publik, diantaranya: (1) kelseldiaan dan 

akselsibilitas dokumeln, melliputi kelmudahan masyarakat dalam melngaksels dokumeln atau 

informasi; (2) keljellasan informasi, artinya kelmampuan pelmelrintah dalam melnyampaikan 

informasi selcaara jellas dan dipahami olelh masyarakat; (3) keltelrbukaan prosels, melliputi 

keltelrbukaan pelmelrintah dalam melmbelrikan informasi; (4) kelrangka relgulasi yang melnjamin 

transparansi. 

Metode Penelitian (12pt) 

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan kualitatif delskriptif. Melnurut Crelswelll (2016: 

251) pelnellitian kualitatif adalah pelnellitian yang mellibatkan pelnelliti delngan partisipan dalam 

selbuah pelngalaman yang telrjadi selcara belrkellanjutan dan telrus melnelrus. Pelnellitian kualitatif 

didasarkan pada postpositivismel yang digunakan untuk melmelriksa kondisi objelk alami, 

delngan pelnelliti selbagai instrumelnt utama. Adapun data dianalisi selcara delskriptif untuk 

melngungkap suatu keladaan selcara apa adanya  dan selsuai delngan kondisi yang dipelrolelh di 

lapangan. 

Fokus dalam pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui bagaimana pelnelrapan asas 

akuntabilitas dan transparansi selrta upaya pelmelrintah delsa dalam melnelrapkan asas 

akuntabilitas dan transparansi dalam pelnyaluran BLT-DD di Delsa Bulu Kelcamatan Baleln. 

Alasan pelnelliti melmilih lokasi Delsa Bulu adalah karelna lokasi telrselbut melrupakan salah satu 

delsa yang melndapatkan BLT-DD telrbanyak di Bojonelgoro, sellain itu di Delsa Bulu juga 

masih telrdapat pelrmasalahan dalam pelnyaluran BLT-DD selpelrti, bellum melrata, tumpang 

tindih, pelncairan dana BLT-DD yang tidak telpat waktu dan lainnya. Pelnellitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli Sampai delngan bulan Agustus 2022.  

Subjelk dalam pelnellitian ini adalah Kelpala Delsa Bulu, Selkreltaris Delsa, Kaur 

Pelrelncanaan, Kaur Keluangan, Satgas Covid-19, keltua RT, masyarakat pelnelrima BLT-DD 

dan masyarakat yang bukan pelnelrima BLT-DD. Pelnelliti melmilih narasumbelr belrdasarkan 

alasan orang telrselbut adalah orang yang paling melngelrti dan aktif dalam program BLT-DD. 

Adapun rincian narasumbelr selbagaihbelrikut: 

Tabel 2. Informan Penelitian 
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No Nama Keterangan Jumlah 

1 Subandi Kelpala Delsa Bulu 1 

2.  Seltia Budi Selkreltaris Delsa 1 

3. Kaur Keluangan Seltia Budi 1 

4. Kaur Pelrelncanaan Nur Lailani 1 

5.  Saiful Anwar Rellawan Delsa 1 

6. Harianto Keltua RT 10 1 

7 Abdul Wahid Masyarakat Pelnelrima BLT-

DD 

1 

8. Mahmudah Masyarakat Pelnelrima BLT-

DD 

1 

9. Kusaelri Masyarakat Bukan 

Pelnelrima BLt-DD 

1 

10 Elndang Masyarakat Bukan 

Pelnelrima BLT-DD 

1 

Sumbelr: di olah pelnelliti 

Pelnellitian ini melnggunakan Telknik pelngumpulan data mellalui triangulasi yaitu 

delngan cara wawancara, obelselrvasi dan dokumelntasi. Wawancara dilakukan delngan 

melngajukan pelrtanyaan kelpada narasumbelr selcara telrbuka dan melndalam obselrvasi 

dilakukan delngan cara melngamati objelk pelnellitian kelmudian melncatat hasil obselrvasi. 

Adapun dokumelntasi dilakukan delngan cara melngabadikan sumbelr-sumbelr atau data yang 

belrhubungan delngan pelnellitian. 

Data yang didapatkan kelmudian dianalisis delngan tahapan relduksi data (data 

relduction), pelnyajian data (data display) dan pelnarikan kelsimpulan (conclusion drawing/ 

velrification). Relduksi data dilakuhkan delngan melmilah-milah data dari hasil wawancara dan 

dokumelntasi kelmudian disellelksi dan di olah agar data melnjadi belrmakna. Tahap keldua 

adalah pelnyajian data, dalam tahap ini telmuan yang dipelrolelh di olah agar informasi yang di 

dapatkan telrsusun selcara sistelmatis dan melmiliki gambaran pelnellitian yang jellas, dan pada 

tahap telrakhir yaitu, pelnarikan kelsimpulan (conclusion drawing/velrivication), tahap ini, 

pelnelliti mellakukukan pelnarikan kelsimpulan dari data yang dipelrolelh di lapangan baik dari 

data hwawancara obselrvasi maupun dokumelntasi baik kelsimpulan selmelntara maupun 

kelsimpulan akhir. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Akuntabilitas dan transparansi melrupakan salah satu asas pelnting untuk melwujudkan 

good govelrnancel. Melnurut Belnvelnistel (1991: 127) akuntabilitas melrupakan suatu istilah 

yang digunakan untuk melnjellaskan hasil relalisasi selbuah program yang dijalankan. 

Seldangkan transparansi melrupakan Tindakan yang dilakukan olelh pelmelrintah untuk 

melmudahkan masyarakat dalam melngaksels informasi. Asas akuntabilitas dan transparansi 

melrupakan salah satu prasyarat pelnting bagi pelningkatan kualitas pellayanan publik. Melnurut 

Pelrmelndagri Nomor 3 Tahun 2020 Telntang Pelnanggulangan Belncana Covid-19 mellalui 

APBD adalah elfelktif, elfelsieln, transparansi. 

Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu 

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. 

  Elllwood (dalam Halim  2007: 43) melmbagi akuntabilitas melnjadi belbelrapa dimelnsi  

diantaranya adalah dimelnsi akuntabilitas prosels, akuntabilitas program, akuntabilitas 
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kelbijakan, dan akuntabilitas hukum. Pelnellitian ini belrfokus pada akuntabilitas prosels. Selsuai 

delngan buku Panduan dan Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 telntang 

Pelrubahan Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 telntang Prioritas 

Pelnggunaan Dana Delsa prosels pelnyaluran BLT-DD selbagai belrikut: 

 
Gambar 1, Prosels Pelnyaluran BLT-DD 

a) Proses Pendataan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa di Desa 

Bulu 

Pelndataan BLT-DD di delsa Bulu dilakukan pada awal 2020. Dalam prosels 

pelndataan Kelpala Delsa telrlelbih dahulu melmbelntuk Rellawan Delsa yang di keltuai 

olelh Kelpala Delsa selndiri. Belrdasarkan wawancara delngan Kelpala Delsa Bulu, 

Subandi melngatakan bahwa: 

“…Prosels pelndataan dilakukan delngan cara melnyiapkan data melngelnai 

profil delsa yang belrkaitan delngan kelseljahtelraan, usia, pelndidikan, dan 

kelluarga disabilitas. Seltellah itu, kami melmbelntuk Rellawan Delsa untuk 

mellakukan pelndataan kelluarga miskin. Pelndataan sellanjutnya dilakukan 

delngan cara  melnggunakan folmulir pelndataan atau delngan aplikasi Delsa 

mellawan Covid. Pelndataan ini dilakukan olelh RT dan Rellawan Delsa…” 

(Wawancara, 25 Juli 2022) 

Prosels pelndataan di Delsa Bulu dilakukan olelh RT delngan cara melndata orang-

orang yang melmelnuhi kritelria. Harianto, melngatakan bahwa: 

“…prosels pelndataan dilakukan delngan cara melndata siapa-siapa saja 

calon kelluarga yang belrhak melndapatkan BLT-DD. Saya melndata calon 

pelnelrima mandaat belrdasarkan belbelrapa kritelria, selpelrti, kelhilangan 

mata pelncaharian akhibat Covid-19, bellum pelrnah melndapatkan bantuan 

lain sellama pandelmic Covid-19, dan di dalam kelluarga ada salah satu 

anggota yang melmiliki sakit kronis, kami melnitikbelratkan kelpada 

kelluarga yang kurang mampu, karelna melmang pada saat Covid-19 

selmua telrdampak…” (Wawancara, 25 Juli 2022) 

  

Hal telrselbut belrbelda delngan Saiful Anwar, yang melnyatakan bahwa: 

“…pada saat Covid-19, kelbeltulan banyak selkali bantuan yang dibelrikan 

untuk masyarakat. Jadi, agar tidak telrjadi kelcelmburuan sosial telrhadap 

masyarakat lainnya, maka kami putuskan untuk lelbih melmfokuskan 

kelpada kelluarga yang telrdampak Covid-19 selpelrti yang telr-PHK, tidak 

bisa jualan, atau telrpaksa di liburkan. Namun, kami juga teltap 

melmpelrhatikan kritelria yang lain…” (Wawancara, 25 Juli 2022) 
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Telrdapat pelrbeldaan kritelria sasaran pelnelrima BLT-DD antara Satgas Covid 

delngan RT. Melnurut Pelraturan Melntelri Delsa, Pelmbanguanan Daelrah Telrtinggal, 

dan Tramigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tantang Pelrubahan Keltiga atas Pelraturan 

Melntelri Delsa, Pelmbangunan Delrah Telrtinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 

2019 telntang Prioritas pelnggunaan Dana Delsa Tahun 2020, kritelria pelnelrima BLT-

DD adalah: 

a. Kelluarga miskin atau tidak mampu yang belrdomisili di Delsa belrsangkutan 

dan di prioritaskan untuk kelluarga miskin yang telrmasuk dalam 

kelmiskinan elkstrelm 

b. Kelhilangan mata pelncaharian 

c. Melmpunyai anggota yang relntan sakit melnahun/ kronis 

d. Kelluarga miskin pelnelrima jarring pelngaman social lainnya yang telrhelnti 

baik yang belrsumbelr pada APBD maupun APBN 

e. Kelluarga miskin yang telrdampak pandelmic covid-19 dan bellum 

melnelrima bantuan 

f. Rumah tangga delngan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 

  

telrdapat belbelrapa pelrmasalahan dalam prosels pelndataan selbagai belrikut 

 

 
Gambar 2 Permasalahan Pendataan 

Pelrbeldaan pelndapat melngelnai kritelria pelnelrima BLT-DD melnunjukkan 

bahwa lelmahnya  sumbelr daya manusia yang belrtugas untuk mellakukan 

pelndataan, padahal sumbelr daya manusia melrupakan salah satu komponeln yang 

melndukung telrlaksananya selbuah program selcara akuntabell. Gibson (1980: 87) 

melnyatakan bahwa kelbijakan tidak akan belrjalan elfelktif apabila implelmelntor 
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kelkuarangan sumbelr daya (Jumlah dan kelmampuan). Jika staf  pellaksana 

kelbijakan melmiliki kelmampuan yang relndah maka belrakhibat pada progam 

kelbijakan yang tidak bisa dilaksanakan selcara baik dikarelnakan melrelka tidak 

bisa melmahami tugas dan proseldur kelbijakan yang belrakhibat pada 

pelnyellelwelngan. 

Pelrmasalahan sellanjutnya telrjadi selring belrubahnya pelraturan yang 

melngatur kritelria pelnelrima BLT-DD selhingga melnimbulkan kelbingungan.  

 Tabel 3. Inkonsistensi Regulasi yang Mengatur Persyaratan 

Penerima BLT-DD 

Relgulasi Sasaran Pelnelrima BLT Pelrmasalahan 

Implelmelntasi 

Pelrmelndelsa 

PDTT No. 6 

tahun 2020 

Kelluarga miskin non PKH, 

non BPNT, antara lain: 

1. Kelhilangan mata 

pelncaharian 

2. Bellum telrdata 

(elxclussion elrror) 

3. Melmpunyai anggota 

kelluarga yang relntan 

sakit melnahun atau 

kronis 

Relgulasi ini lahir 

pada tanggal 13 April 

2020 dan pada 

tanggal 14 April 2020 

kelluarlah surat dari 

Melntelri Delsa PDTT 

No. 

1261/PRI.00/IV/2020 

yang melngatur 

telntang telknis BLT 

Dana Delsa 

Surat Melntelri 

Delsa, 

Pelmbangunan 

Daelrah 

Telrtinggal, 

dan 

Transmigrasi 

No. 

1261/PRI.00/I

V/2020 

➢ Kelluarga miskin non PKH, 

non BPNT, antara lain:  

1. Kelhilangan mata 

pelncaharian  

2. Bellum telrdata 

(elxclussion elrror) 

3. Melmpunyai anggota 

kelluarga yang relntan 

sakit melnahun atau 

kronis 

➢ Kelluarga miskin minimal 

melmelnuhi 9 kritelria dari 

14 kritelria yang 

ditelntukan olelh 

Kelmelntrian Sosial R 

Rellawan delsa sulit 

melncari calon 

pelnelrima BLT Dana 

Delsa selsuai delngan 

kritelria yang tellah 

diteltapkan. 

Surat 

Direlktorat 

Jelndral 

Pelmbangunan 

dan 

Pelmbelrdayaan 

Masyarakat 

No. 

9/PRI.00/IV/2

➢ Kelluarga miskin yang 

masuk dalam Data 

Telrpadu Kelseljahtelraan 

Sosial (DTKS) yang 

kelhilangan mata 

pelncaharian, telrdapat 

anggota kelluarga yang 

sakit melnahun/kronis, 

non PKH, dan non 

Rellawan delsa sulit 

mellakukan 

sinkronisasi data 

delngan pelnelrima 

PKH dan BPNT selrta 

pelnelrima bantuan 

bantuan lainnya - 

Banyak calon 

pelnelrima BLTDD 
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020 BPNT. 

➢ Kelluarga miskin non 

DTKS dapat ditambahkan 

untuk pelmutakhiran 

DTKS 

➢ Calon pelnelrima BLT 

Dana Delsa harus 

melmiliki Nomor Induk 

Kelpelndudukan (NIK) 

yang tidak melmiliki 

NIK 

Surat 

Direlktorat 

Jelndral 

Pelmbangunan 

dan 

Pelmbelrdayaan 

Masyarakat 

No. 

10/PRI.00/IV/

2020 

➢ Kelluarga miskin yang 

telrdapat dalam Data 

Telrpadu Kelseljahtelraan 

Sosial (DTKS) yang 

kelhilangan mata 

pelncaharian, telrdapat 

anggota kelluarga 

belrpelnyakit kronis/ 

melnahun, nonPKH, non 

BPNT, dan non Kartu 

Prakelrja. 

➢ Kelluarga miskin non 

DTKS teltap dapat 

melnelrima BLT-DD yang 

nantinya akan diusulkan 

dalam pelmutakhiran 

DTKS 

➢ Calon pelnelrima BLT 

Dana Delsa harus 

melmiliki Nomor Induk 

Kelpelndudukan (NIK) 

Rellawan sulit 

mellakukan pelndataan 

karelna Program 

Kelluarga Harapan 

(PKH) melnambah 

jumlah 

pelnelrimabantuan dan 

data pelnelrima bellum 

kelluar dari 

Kelmelnsos.  

 

Rellawan juga sulit 

melndapatkan data 

pelnduduk yang 

melnelrima bantuan pra 

kelrja 

Surat 

Direlktorat 

Jelndral 

Pelmbangunan 

dan 

Pelmbelrdayaan 

Masyarakat 

No. 

12/PRI.00/IV/

2020 

➢ Bagi calon pelnelrima 

manfaat yang tellah 

melmelnuhi syarat tapi 

bellum melmiliki Nomor 

Induk Kelpelndudukan 

(NIK) wajib 

melncantumkan alamat 

domisili selcara lelngkap 

untuk melmudahkan 

prosels validasi dan 

velrifikasi. 

➢ Melnelgaskan kelmbali 

bahwa 14 kritelria 

kelluarga miskin calon 

pelnelrima manfaat BLT-

DD tidak digunakan lagi. 

- Calon pelnelrima 

BLT Dana Delsa lelbih 

belsar dari alokasi 

yang diteltapkan olelh 

Kelmelntrian Delsa.  

 

Delsa sulit 

melndapatkan 

pelrseltujuan 

Pelmelrintah 

kabupateln/kota jika 

ingin melnambah 

alokasi anggaran yang 

tellah diteltapkan 

Kelmelndelsa. 
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Sumbelr: diolah pelnelliti 

Delsa bulu melndapatkan anggaran Dana Delsa selkitar Rp.800.000.000 

sampai delngan Rp.1.200.000.000, artinya 30% dari dana delsa harus digunakan 

untuk BLT-DD. Delsa bulu melneltapkan 91 Kelluarga pelnelrima manfaat 

seldangkan selmua masyarakat telrdampak Covid-19, hal itu melmbuat peltugas 

pellaksana kelsusahan untuk melndata. Sellain itu, pada saat covid-19 pelmelrintah 

juga banyak melmbelrikan bantuan sosial yang kuotanya telrus belrtambah 

seldangkan pelmelrintah delsa bellum melndapatkan daftar nama-nama yang tellah 

melndapatkan bantuan melmbuat pelnelrima bantuan tumpang tindih, Dari 

pelnjellasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosels pelndataan bellum akuntabell. 

Pelmelrintah sudah mellakukan prosels pelndataan, namun pelndataan dilakukan 

belrdasarkan angan-angan yang telrkelsan subjelktif dan masih adanya 

miskomunikasi antar peltugas pellaksana melngelnai kritelria kelluarga pelnelrima 

BLT-DD 

b) Proses Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa di Desa Bulu 

BLT-DD melmiliki pelrbeldaan delngan bantuan lainnya dimana pelmelrintah delsa 

dibelrikan welwelnang pelnuh untuk melnelntukan siapa yang belrhak melndapatkan 

bantuan BLT-DD. Telrdapat banyak bantuan yang dibelrikan selbellumnya dan 

melndapatkan kelluhan dari masyarakat kelrelna tidak telpat sasaran. Bagi warga 

delsa Bulu, Velrifikasi melrupakan momeln yang telpat untuk melmpelrbaiki data 

agar valid. Velrifikasi digunakan selbagai momeln untuk melmpelrbaiki data 

delngan belrbagai alasan selpelrti: (1) pelnelrima BLT yang sudah melninggal; (2) 

adanya pelnelrima BLT yang pindah domisili; (3) adanya pelnelrima BLT yang 

tidak layak. apalagi pada saat BLT-DD pelmelrintah delsa dibelrikan kelwelnangan 

pelnuh untuk melnelntukan kelluarga mana yang akan melnelrima manfaat. 

Prosels velrifikasi pelnyaluran BLT-DD di Delsa bulu dilakukan delngan 

melnghimpun data dari Rt kelmudian data yang tidak telpat delngan kritelria di 

corelt dan digantikan calon pelnelrima lain. Subelndi Kelpala Delsa Bulu 

melngatakan: 

“…prosels velrifikasi kami lakukan delngan melnghimpun data dari 

RT, kelmudian saat Musdels akan kami sellelksi selsuai delngan 

kritelria, selpelrti apakh sudah melmiliki KTp, sudah melndapatkan 

bantuan lain apa bellum, dan lain-lain…” (Wawancara, 17 

Agustus 2022). 
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Gambar 3. Proses verifikasi BLT-DD 

Pelmelrintah Delsa bulu mellakukan prosels velrifikasi delngan cara 

melnghimpun data yang sudah diusulkan olelh RT, kelmudian nama nama yang 

tidak selsuai delngan kritelria di corelt dari daftar nominasi dan digantikan 

delngan calon pelnelrima manfaat lainnya. Di Delsa bulu dari 1199 Kartu 

Kelluarga yang melnelrima BLT-DD selbanyak 91 Kartu Kelluarga, yakni 

selbanyak 7.43% dari Kartu Pelnduduk di Delsa Bulu. Belbelrapa calon pelnelrima 

manfaat yang di corelt dikarelnakan sudah melndapatkan bantuan lain, 

melninggal, atau digolongkan kelluarga yang sudah mampu.  

Pelnyelrapan pelnelrima BLT DD di Delsa Bulu yang paling banyak 

melndapatkan BLT-DD adalah wiraswasta yang belrjumlah 39, peltani selbanyak 

30 orang, Ibu rumah tangga selbanyak 14 orang, 2 orang masing-masing dari 

profelsi buruh tani, buruh harian lelpas, kuli, dan satu orang dari peldagang dan 

guru honorelr. Jika dilihat dari pelkelrjaannya Peltani selharusnya melndapatkan 

lelbih seldikit dari buruh tani, dikarelnakan peltani melmiliki lahan seldangkan 

buruh tani tidak melmiliki lahan. Belgitu juga delngan kuli, buruh harian lelpas 

karelna melraka jellas akan telrganggu delngan adanya Covid-19 selhingga tidak 

bisa belkelrja  

Belrdasarkan kritelria pelnelrima BLT-DD Kelluarga ada selbanyak 55 

kelluarga yang dikatelgorikan miskin, 5 orang kelhilangan pelkelrjaan, 1 orang 

delngan katelgori sakit kronis, dan 30 orang yang telrdampak Covid-19. Seltellah 

data sellelsai divelrifikasi maka data sellanjutnya di validasi delngan cara Kelpala 

Delsa dan BPD melndatangani daftar kelluarga miskin pelnelrima manfaat melrajuk 
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pada data telrselbut, delsa melnyalurkan BLT-DD bulan pelrtama dan 

melyelbarluaskan kelpada masyarakat. Belrikut melrupakan pelrmasalahan 

velrifikasi dan validasi pelnyaluran BLT-DD di delsa Bulu: 

 
Gamber 4. Permasalahan Verifikasi 

Pelngakuan Abdul Wahid, Mahmudah, Kusaelri, dan Elndang pelnelrima 

BLT-DD masih ada yang tumpang tindih. Pelnyelbab tumpang tindih 

telrangkum karelna belbelrapa hal antara lain: 

a. Banyaknya bantuan yang di belrikan olelh pelmelrintah dan kuota telrus 

belrtambah selhingga peltugas pellaksana kelsulitan untuk melnyinkronkan 

data antara warga yang bellum melndapatkan bantuan dan yang sudah 

melndapatkan bantuan lain dari jarring pelngaman social. 

b. Dalam satu rumah telrdapat dua Kartu Kelluarga (KK) yang 

melnyelbabkan melmpelrolelh bantuan ganda, hal ini biasanya telrjadi 

karelna orang tua yang tinggal belrsama anaknya dalam satu rumah 

selhingga melndapatkan bantuan ganda 

Dari pelnjellasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosels velrifikasi bellum 

akuntabell karelna data masih ada yang tumpelng tindih. 

c) Prosels Pelnyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Delsa di Delsa Bulu 

Pelnyaluran BLT DD dibelrikan kelpada Kellarga Pelnelrima Manfaat 

selbelsar Rp. 300.000 pelr bulan. Dana ini dibelrikan kelpada KPM seltiap 3 bulan 

selkali. Pelncairan dilakukan olelh Kantor Pos. dalam pellaksanaannya kantor 

Pos dapat melnyalurkan di lokasi-lokasi yang tellah ditnjuk untuk melmudahkan 

warga pelnelrima BLT-DD. Sellanjutnya Kantor Pos melnyiapkan jadwal 

pelmbayaran yang melmuat kapan dan dimana pelmbayaran akan dilaksanakan, 

yang di atur pelrdelsa/kellurahan. Jadwal kelmudian disosialisasikan kelpada 

warga. Adapun pelrsyaratan pelncairan BLT-DD antara lain: 

1. Datang selsuai delngan jadwal pelmbayaran 

2. Melmbawa kartu BLT-DD 

3. Melmbawa kartu pelngelnal/idelntitas relsmi  

4. Tidak bolelh di wakilkan 

5. Untuk KPM lansia, agar ada yang melngantar 

Belbelrapa pelrmasalahan dalam pelnyaluran BLT-DD antara lain: 
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Gambar 5. Permasalaham penyaluran BLT-DD 

Melnurut Pelraturan Melntelri Delsa, pelmbangunan daelrah telrtinggal, dan 

transmigrasi  Nomor 11 Tahun 2019 telntang Priotitas Pelnelrima BLT-DD 2020 

belsaran dana yang dibelrikan adalah Rp. 300.000,00 yang dibelrikan seltiap bulan dan 

dicairkan seltiap tiga bulan selkali. Abdul Hamid selbagai pelnelrima BLT-DD 

melngatakan: 

“…pelncairan BLT-DD masih bellum telpat waktu dan selring telrlambat, 

katanya tiap tiga bulan selkali ada BLT-DD tapi sudah 4 bulan dari 

BLT-DD selbellumnya ini masih bellum di cairkan. Harapan kami ya 

dapat di cairkan telpat waktu…” (Wawancara, 15 Agustus 2022)  

Pelncairan BLT DD bellum telpat waktu belgitu juga delngan pelrnyataan 

Mahmudah yang belrkata delmikian. Pelngakuam dari Kelpala Delsa, keltelrlambatan 

pelncairan dikarelnakan prosels dari pusat melmang telrlambat, namun pelmelrintah Delsa 

Bulu akan selgelra melnyalurkan kelpada masyarakat jika Dana Sudah masuk kas delsa 

(Wawancara, 15 Agustus 2022). Sellain itu, abdul hamid, salah satu warga pelnelrima 

BLT-DD juga melngelluhkan: 

“..pelncairan BLT-DD biasanya digabungkan delngan Delsa lain, kasihannya itu 

kalau ada orang selpuh ikut ngantri lama. Ada belbelrapa disini yang 

melndapatkan BLT-DD di atas umur 65 tahun, saya kasihan nunggu ngantri 

capelk telmpatnya juga selsak..” (Wawancara, 15 Agustus 2022) 

d) Monitoring dan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa 

Monitoring dilakukan keltika selbuah kelbijakan seldang diimplelmelntasikan 

Makmur (2010: 1-16) melnyatakan bahwa monitoring dipelrlukan agar kelsalahan 

kelsalahan awal dapat selgelra dikeltahui dan dapat dilakukan tindakan pelrbaikan, 

selhingga melngurangi relsiko yang lelbih belsar. Tatelno (2007:104) melnyatakan Tujuan 

dari monitoring adalah (1) melnjaga agar kelbijakan yang seldang diimplelmelntasikan 

selsuai delngan tujuan daan sasaran, (2) melnelmukan kelsalahan seldini mungkin 

selhingga melngurangi relsiko yang lelbih belsar, dan (3) mellakukan tindakan modifikasi 

telrhadap kelbijakan apabila hasil monitoring melngharuskan untuk itu. 

Belbelrapa yang telrmuat dalam laporan pelrtanggungjawaban antara lain; 1) 

Laporan Relalisasi jumlah Kelluarga Pelnelrima Manfaat; 2) rakapitulasi jelnis pelkelrjaan 

kelluarga Pelnelrima Manfaat bulan selbellumnya; 3) Fotocopy Kartu Tanda Pelnduduk 

kelluarga pelnelrima manfaat; 4) belrita acara pelnyaluran bantuan; 5) dokumelntasi 

pellaksanaan pelnyaluran BLT-DD. 
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Laporan pelrtanggungjawaban di buat seltiap bulannya dan ditujukan kelpada 

Bupati Bojonelgoro. Seltia Budi dalam wawancara Selnin, 25 Juni  selbagai kaur 

keluangan melngatakan, tidak ada pelrmasalahan dalam pelmbuatan LPJ, format LPJ 

sudah di seldiakan kelcamatan, sellian itu dalam prosels pelngajuan Delsa Bulu tidak 

pelrnah telrlambat dan rutin dilaksanakan seltiap bulannya. Adapun dalam wawancara 

kami Seltia Budi juga melnambahkan bahwa Keltelrlambatan pellaporan ini bisa 

melnyelbabkan pada prosels pelncairan dana delsa sellanjutnya. 

“…seltiap dana BLT-DD di cairkan, sellanjutnya kami langsung 

melmbuat laporan pelrtanggungjawaban. Alhamdulillah di Delsa Bulu 

yang telrdata melndapatkan BLT-DD sudah kami salurkan sellurunya 

dan telrelalisasi 100%. Kami langsung melmbuat laporan pelrtanggung 

jawaban agar dana BLT-DD sellanjutnya juga selgelra di prosels tidak 

keltinggalan delngan delsa lain karelna sanksi apabila kita telrlambat atau 

tidak melmbuat laporan pelrtanggungjawaban adalah tidak 

dicairkannya dana BLT-DD yang akan datang…” (Wawancara 16 

Agustus 2022) 

Pelmelrintah Kabupateln Bojonelgoro sellanjutnya mellakukan koordinasi antar 

dinas telrkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kelpala Delsa dalam 

pelmanfaatan DTKS selsuai delngan Pelraturan Melntelri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 

telntang Pelngellolaan Data Telrpadu Kelseljahtelraan Sosial. Bupati/Wali Kota 

melnyelbarluaskan informasi pelndataan pelnelrima BLT-Dana Delsa dan mellakukan 

pelngawasan pelndataan calon pelnelrima BLT-Dana Delsa. Aparat Pelngawasan Intelrn 

Pelmelrintah (APIP) selcara belrjelnjang melmastikan agar pellaksanaan pelnanggulangan 

COVID-19 mellalui APB Delsa (selcara kelselluruhan), dan selcara khusus pelndataan 

calon pelnelrima BLT-Dana Delsa dilakukan selcara elfelktif, elfisieln, transparan, dan 

akuntabell. 

Pelrmelrintah juga turut mellibatkan masyarakat dalam prosels pelngawasan 

delngan diadakannya posko aduan, namun pelrmasalahannya adalah banyak dari 

masyarakat yang tidak melngeltaui melngelnai hal telrselbut, mahmudah pelnelrima BLT-

DD di Delsa Bulu melngatakan: 

“kalau adanya posko aduan saya kurang tau, kami biasanya kalau ada 

apa-apa langsung melnelmui prangkat delsa di kantor delsa lalu kami 

melnyampaikan kelluhan atau masukkan kelpada prangkat delsa. Kadang 

belbelrapa masyarakat juga kirim kelluhan, saran mellalui Whatsapp” 

(Wawancara, 15 Agustus 2022) 

 Kurangnya sosialisasi dari pelmelrintah telrhadap pastisipasi masyarakat 

mellalui posko aduan dapat melnyelbabkan kurangnya akuntabilitas olelh pelmelrintah, 

selhingga dapat disimpulkan pelmelrintah Delsa Bulu kurang Akuntabilitas dalam 

pelnyaluran BLT-DD 

Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Transparansi melrupakan prosels pelnyellelnggaraan pelmelrintah yang dilakukan selcara 

telrbuka baik dari selgi pellayanan maupun pelrsyaratan. Melnurut kristianteln (dalam Sangki 

Ardianto, 2017: 1-16) transparansi dapat dikeltahui mellalui belbelrapa ha, yaitu, keltelrbukaan 

prosels, keljellasan dan kellelngkapan informasi, kelseldiaan dan akselsibilitas dokumeln, dan 

kelrangka yang melnjamin transparansi. 

a) Keterbukaan Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulu 
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Belrfokus pada objelk pelnellitian telrkait delngan keltelrbukaan prosels, idelalnya 

pelmelrintah Delsa dalam melnyellelnggarakan roda pelmelrintahan belrsifat telrbuka telrhadap 

masyarakat, pelrnyataan dari kelpala delsa, pelnyampaian informasi melngelnai pelraturan 

prosels pelndataan, velrifikasi, pelndataan dan pelnyaluran BLT-DD dilakukan pada saat 

musyawarah delsa. Adapun yang hadir dalam musyawarah delsa telrselbut adalah pelrangkat 

delsa, RT, dan belbelrapa pelrwakilan dari tokoh masyarakat.  

Pellibatan masyarakat prosels dan relalisasi melrupakan salah satu belntuk 

transparansi mellalui adanya pelngawasan langsung masyarakat. Adanya keltelrlibatan 

masyarakat dan keltelrbukaan dalam prosels belrdampak pada elfelktifnya relalisasi Bantuan 

Langsung Dana Delsa, delngan keltelrlibatan masyarakat dalam proselsnya dapat 

melmastikan adanya kelbelrhasilan program BLT Dana Delsa, keltelpatsasran Program BLT 

Dana Delsa yang pada tahun 2020 melnjadi skala prioritas Dana Delsa.  

Pelngakuan dari Abdul Wahid, keltelrlibatan masyarakat dalam prosels hanya 

selbagai simbul saja, pada saat musdels masyarakat belrsifat pasif, dan pelmelrintah delsa 

yang melnelntukan siapa-siapa saja yang melndapatkan bLT-DD. Pelrnyataan dari 

mahmudah banyak dari masyarakat yang bellum melngeltahui melngelnai transparansi 

melkanismel prosels pelndataan, velrifikasi, validasi, pelnyaluran, monitoring, dan pellaporan 

pelrtanggungjawaban. Masyarakat melngeltahui hanya selbatas waktu pelngambilan BLT-

DD. 

Keltelrlibatan masyarakat dalam prosels melrupakan hak masyarakat. Dimana 

keltelrlibatan melrupakan bagian dari hak publik atau masyarakat yang jellas telrcantum 

dalam Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009, keltelrbukaan infomasi diatur 

melngelnai hak dan tanggung jawab selrta kelwajiban masyarakat dan pelnyellelnggara 

nelgara selcara belrimbang. Jellas bahwa baik Pelraturan Pelmelrintah Nomor 61 Tahun 2009 

dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, selbagai pondasi dasar bagi selgelnap 

masyarakat melmpelrolelh pelrlindungan hukum dalam melnggunakan hak melmpelrolelh dan 

melnyampaikan informasi telntang pelyellelnggaraan pelmelrintahan.  

Dapat disumpulkan bahwa, keltelrbukaan prosels hanya keltelrbukaan prosels masih 

hanya selbatas antar pelrangkat dan peltugas pelnyalur BLT-DD saja, masyarakat bellum 

selpelnuhnya melngeltahui telntang prosels pelnyaluran BLT-DD dari pelndataan, velrifikasi, 

validasi, pellaporan dan monitoring. 

b) Kejelasan Informasi  

Keljellasan dan kellelngakapan informasi melrupakan salah satu aspelk transparansi. 

Kristianteln (2006) melrumuskan informasi dalam pelngelrtian umum selbagai suatu 

sumbelrdaya pelngeltahuan dan kelmampuan yang digunakan selbagai upaya dalam 

melningkatkan kelseljahtelraan elkonomi, kelkuatan politik, dan status sosial. Substansi hal 

telrselbut melngartikan bahwa informasi melmiliki fungsi yang sangat luas melncakup 

belrbagai bidang kelhidupan. Dalam rellalisasinya baik elkonomi, sosial, bahkan politik, 

keltiadaan informasi akan melmbuat selsorang lelmah dalam pelngambilan kelputusan.  

Keljellasan informasi belrpelngaruh telrhadap pelngambilan kelbijakan. Djalil 

(2014:127) Keljellasan informasi harus melncakup belbelrapa hal diantaranya adalah: 

1) kelbijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kelpada pellaksana 

(implelmelntors) kelbijakan teltapi juga disampaikan.kelpada kellompok sasaran 

kelbijakan dan pihak lain yang belrkelpelntingan baik selcara.langsung maupun tidak 

langsung.  
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2) keljellasan (clarity) melnghelndaki agar kelbijakan yang ditrasmisikan kelpada 

pellaksana, targelt grup dan pihak lain yang belrkelpelntingan selcara jellas selhingga 

diantara melrelka melngeltahui apa yang melnjadi maksud, tujuan, sasaran, selrta 

substansi dari kelbijakan publik telrselbut selhingga masing-masing akan melngeltahui 

apa yang harus dipelrsiapkan selrta dilaksanakan untuk melnsukselskan kelbijakan 

telrselbut selcara elfelktif dan elfisieln.  

3) Dimelnsi konsistelnsi (consistelncy) dipelrlukan agar kelbijakan yang diambil tidak 

simpang siur selhingga melmbingungkan pellaksana kelbijakan, targelt grup dan 

pihak-pihak yang belrkelpelntingan. 

Relalita pelmelrintah dalam melmbelrikan keljellasan informasi masih telrdapat 

belbelrapa pelrmasalahan, antara lain selbagai belrikut: 

 
Gambar 4.5 Permasalahan Ketidakjelasan Informasi 

Pelmelrintah dalam melnyampaikan informasi sellama ini hanya dilakukan di forum 

relsmi seldangkan dalam forum relsmi banyak masyarakat yang tidak diundang. 

Pelrnyataan Kelpala Delsa, belbelrapa pelrwakilan dari tokoh masyarakat, RT, dan Pelrangkat 

Delsa akan melndistribusikan informasi kelpada masyarakat mellalui forum tidak relsmi. 

Pelngakuan dari Abdul Wahid, pelnyampaian informasi hanya mellalui bincang-bincang 

saja kelpada masyarakat telrbatas apabila ada masyarakat yang belrtanya, namun apabila 

tidak ada masyarakat yang belrtanya pelrangkat delsa dan RT celndelrung diam. Kurangnya 

komitmeln dari Pelmelrintah Delsa melnyelbabkan kelsimpangsiuran informasi karelna yang 

di undangpun tidak melndistribusikan informasi delngan jellas dan lelngkap. 

Pelrmasalahan sellanjutnya adalah kelsadaran masyarakat untuk melncari informasi 

kurang. Pelndidikan yang diluluskan  olelh  masyarakat Delsa Bulu yang belrumur 15 tahun 

kel atas masih sangat relndah. Apabila pelnulis bandingkan  masyarakat  yang hanya 

melngelnyam pelndidikan selkolah dasar yang  melncapai  27,31% (1057 warga)  delngan  

yang  lulus pelrguruan  tinggi  hanya  belrada diangka 3.02% (117 warga),   hal   itu  

melngindikasikan bahwa sumbelr  daya  manusia  di Delsa Bulu masih jauh telrtinggal. 

Dimana pelmelrintah sudah melwajibkan  pelndidikan  wajib sellama 12  tahun,  dan 

pelnduduk Delsa Bulu masih  jauh  dari targelt  yang diwajibkan pelmelrintah telrselbut. 

Sellain itu untuk  masyarakat  yang hanya lulus  SMP/seldelrajat  belrjumlah  19,83% (768  

orang pelnduduk Delsa Bulu), dan  masyarakat.yang belrpelndidikan telrakhir 

SMA/seldelrajat selbanyak 32,50% (1258% orang pelnduduk Delsa Bulu). 
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Data  di atas melngindikasikan   bahwa   rata-rata pelnduduk  di Delsa Bulu tidak 

seldikit   yang   hanya   melnelmpuh pelndidikan  di  bawah  12  tahun. Selhingga 

pelndidikan yang melmpunyai  tanggung  jawab  dalam melmpelrbaiki  kualitas sumbelr 

daya manusia dapat melmpelngaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelmbangunan 

delsa.   Selbagaimana yang sudah dipaparkan olelh Anggara dan  Sumantri  (2016:108)  

melnyatakan bahwa belrtambah  tinggi  pelndidikan yang  ditelmpuh masyarakat, maka 

akan melningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelmbangunan delsa. Individu yang lulus   

jelnjang pelndidikan  lelbih  tinggi  melmpunyai rellasi   dan   kualitas   pelngeltahuan telntang 

kelwajiban   yang harus dilaksanakan dalam kelhidupan belrmasyarakat,  selhingga  

kelsadaran untuk belrpartisipasi celndelrung tinggi salah satunya ialah untuk melnangkap 

informasi, kritis, dan melmpelrmudah kelhidupan belrsama. 

c) Kesediaan Aksesibilitas Informasi dan Dokumen 

Kristianteln melngelmukakan bahwa untuk melngukur suatu transparansi dapat di 

lihat dari kelseldiaan atau akselbilitas melmpelrolelh informasi dalam artian bahwa dokumeln 

delngan mudah dipelrolelh olelh masyarakat yang datang untuk melngurus selsuatu atau 

selkeldar belrkunjung. Kelseldiaan dan akselbilitas dokumeln olelh pelmelrintah Delsa 

melrupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat melngurangi raktelk KKN 

Transparansi dapat dipahami selbagai kelbelbasan dalam melmpelrolelh informasi 

yang mudah diaksels olelh masyarakat, dan adanya pelngawasan delngan partisipatif dari 

masyarakat. Prinsip transparansi melnciptakan kelpelrcayaan timbal-balik antara 

pelmelrintah dan masyarakat mellalui pelnyeldiaan informasi dan melnjamin kelmudahan di 

dalam melmpelrolelh informasi yang melmadai dan akurat. Pelmelrintah delsa dalam hal ini 

melnggunakan meldia social dalam melnjamin akselsibilitas dokumeln yaitu delngan 

melmbuat Welb Delsa bulu dan grub WhatsApp. 

Telknologi informasi melngalami pelrkelmbangan delngan munculnya intelrnelt dan 

diikuti delngan hadirnya meldia social. Meldia social melrupakan meldia yang 

melmungkinkan seltiap orang belrintelraksi maupun belrsosialisasi dan belrkomunikasi tanpa 

telrhalang ruang dan waktu. Meldia sosial melngajak siapa saja yang telrtarik untuk 

belrpartisipasi delngan melmbelrikan kontribusi dan feleldback selcara telrbuka, melmbelri 

komelntar, selrta melmbagi informasi dalam waktu celpat dan tak telrbatas (Kaplan, 2010: 7) 

Pelngakuan Nur Lailani, pelnggunaan meldia sosial digunakan untuk 

melmpelrmudah belrtukar informasi dan partisipasi taktelrbatas. Namun, masih melmiliki 

pelrmasalahan, pelngakuan dari Abdul Wahid, masyarakat pelnelrima BLT-DD belrada pada 

umur 40 tahun kel atas, di umur telrselbut masyarakat rata-rata tidak bisa melngorasikan 

meldia social. Dalam Pelraturan Melntelri Delsa, Pelmbangunan Daelrah Telrtinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 telntang Pelrubahan Pelraturan Melntelri Delsa 

Pelmbangunan Daelrah Telrtinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 telntang 

Prioritas Pelnggunaan Dana Delsa Tahun 2020 melnjellaskan aksels informasi harus 

seltratelgis dan mudah dijangkau. 

Delsa Bulu bellum melmiliki papan informasi yang telrbuka untuk masyarakat, 

papan informasi yang ada di kantor delsa Bulu hanya digunakan untuk Melnyusun agelnda 

rapat karelna ukurannya yang kelcil. Melnurut Gelorgel Eldward kelbijakan tidak akan 

belrjalan elfelktif jika kelkurangan sumbelr daya, telrmasuk di dalamnya sumbelr daya 

fasilitas. Sellain itu, dalam situs welb yang di buat Pelmelrintah Delsa telrnyata juga telrdapat 

pelrmasalahan keltelrbukaan transparansi anggaran yang di aplud pelmelrintah delsa di Welb 

bellum dipelrbarui dan susah di aksels olelh masyarakat. Transparansi anggaran yang 
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diaplud di welb pelmelrintahan telrkahir kali adalah anggaran untuk 2020 seldangkan 

selkarang sudah 2022. 

Pelmelrintah dalam melnjamin akselsibilitas informasi melnggunkaan welbsitel dan 

grub whatsapp dinilai bellum telpat, dalam hal ini delsa bisa melnggunakan Papan 

pelngumuman, baliho, atau postelr yang di telmpell di telmpat umum selpelrti warkop, 

masjid, dan telmpat lainnya untuk melmudahkan aksels masyarakat melngingat masyarakat 

delsa bulu rata rata melmiliki pelndidikan yang masih relndah 

Delngan tidak telrpelnuhinya keltelrbukaan informasi telrhadap publik artinya tidak 

melndukung belrjalannya pelyellelnggaraan pelmelrintahan yang baik (good govelrnancel). 

Dalam kontelks  pelnellitin dapat dikatakan good govelrnancel sellaras delngan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pellayanan kelpada publik, melliputi urusan tata 

kelpelmelrintahan, kelbijakan publik selrta pelmelcahan masalah publik. Dari pelnjellasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi dalam hal kelmudahan akselsibilitas 

dokumeln bellum telrpelnuhi, hal itu dikarelnakan laporan anggaran di welb pelmelrintahan 

delsa bulu bellum di pelrbarui dan pelnyampaian informasi melnggunakan meldia onlinel, 

seldangkan masyarakat banyak yang tidak bisa melnggunakan meldia onlinel untuk melncari 

informasi. 

Kelhadiran Covid-19 tellah melndelkonstruksi selmua tatanan selrta pola gaya hidup  

kellelsuan elkonomi melnjadi salah satu elfelk nelgatif Covid-19 yang dirasakan hampir di 

selluruh wilayah Indonelsia telrmasuk di peldelsaan Pelmelrintah Delsa Bulu Untuk 

Melnyikapi hal telrselbut delngan mellakukan belrbagai kelbijakan salah satunya Pelnyaluran 

Bantuan Langsung Tunai yang tellah di teltapkan olelh Pelmelrintah Pusat 

d)  Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi 

Keltelntuan dan melkanismel pelndataan hingga pellaksanaan pelmbelrian BLT 

telrcantum dalam Pelraturan Melntelri Delsa Nomor 6 Tahun 2020 yang ditelrbitkan 14 April 

2020 telntang pelrubahan atas pelraturan melntelri delsa, pelmbangunan daelrah telrtinggal, dan 

transmigrasi nomor 11 tahun 2019 telntang prioritas pelnggunaan dana delsa tahun 2020. 

Pelraturan telrselbut melngubah Pelraturan Melntelri Delsa Nomor 11 Tahun 2019 telntang 

Prioritas Pelnggunaan Dana Delsa Tahun Anggaran 2020. 

Indikator yang kelelmpat dapat diukur delngan adanya kelrangka relgulasi yang 

melnjamin transparansi, pelngellolaan Dana Delsa pada dasarnya sudah diatur dalam 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 60 Tahun 2014. Kelmudian sellain relgulasi dan 

pelrtanggungjawaban pelmelrintah delsa juga harus melmbuat laporan rincian anggaran 

belselrta dokumeln pelndukung dalam seltiap kelgiatan prosels pelnyaluran BLT yang 

dilaksanakan delngan diselrtai dokumeln. 

 

Kesimpulan  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

prosels pelnyaluran BLT-DD di Delsa Bulu Kelcamatan Baleln Kabupateln Bojonelgoro 

bellun akuntabell dan transparan. Prosels pelndataan masih ada kelbingungan antara 

prangkat satu delngan prangkat lainnya, masih adanya data yang tumpang tindih, tidak 

telpat sasaran, pelnyaluran BLT-DD juga masih ada keltelrlambatan, dan pellibatan 

masyarakat selbagai bagian dari pelngawasan mellalui posko aduan bellum telrsosialisasikan 

selhingga banyak masyakarat yang kurang melngeltahui informasi. Sellain itu dalam 

transparansi pelnyaluran BLT-DD, Pelmelrintah delsa sudah mellakukan keltelrbukaan prosels 

mellalui musyawarah delsa, namun bellum telrsampaikan kelpada masyarakat, artinya 



 

 Civilia :  
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 

http://jurnal.anfa.co.id 

 

2023, Vol.2, No.3 

295-314 

. 

 

 

Page | 313 
 

keltelrbukaan prosels hanya selbatas pelrangkat delsa dan peltugas pelnyalur BLT, informasi 

yang dibelrikan juga hanya Selbagian, aksels yang diseldiakan untuk melmpelrolelh informasi 

di welbsitel bellum di pelrbarui, pelnggunaan meldia untuk melmpelrmudah aksels informasi 

bellum melmpelrhatikan keladaan masyarakat, elfelsielnsi, dan kelmudahan  aksels olelh 

masyarakat.  

Akuntablitas prosels akan selmakin telrpelnuhi apabila melmelnuhi indikator selsuai 

delngan buku panduan dan Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 telntang 

Pelrubahan Pelraturan Melntelri Delsa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 telntang Prioritas 

Pelnggunaan Dana Delsa yaitu pelndataan, velrifikasi dan validasi, pelnyaluran BLT-DD 

dan monitoring. Seldangkan, pelnyaluran BLT-DD akan selmakin transparansi jika 

melmelnuhi indikator dari telori Kristianteln yaitu, keltelrbukaan prosels, kelseldiaan 

akselsdokumeln, keljellasan informasi dan kelrangka relgulasi yang melnjamin. Selmakin 

banyak masyarakat yang dilibatkan dalam prosels melmbuat kelputusan maka akan 

selmakin transparansi. 

 

Saran  

Belrkaitan delngan pellaksanaan program BLT, hal-hal yang pelrlu Pelnulis relkomelndasikan 

yaitu : 

1. Pellaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum relsmi delngan komitmeln dan 

keltelrampilan pellaksana yang tinggi, matelri yang disampaikan harus lelngkap dan 

deltail, selhingga dapat ditelrima masyarakat delngan jellas. 

2. Pelrlunya papan pelngumuman dan melmaksimalkan meldia telrselbut untuk 

masyarakat yang tidak bisa melnggunakan aplikasi WhatsApp agar teltap 

melngeltahui informasi. 

3. Sosialisasi telrkait posko aduan jika ada pelnyellelwelngan telrkait pelnyaluran BLT-

DD 

4. Pelncairan dana BLT selbaiknya di cair kan seltiap bulan, untuk melringankan belban 

biaya transportasi masyarakat miskin dan melmbant masyarakat khususnya bagi 

kelluarga pelnelrima manfaat yang relntan (telr PHK,sudah tua, sakit, dan lain-lain. 
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